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PUTUSAN PA BANJARNEGARA No0.1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. TENTANG

PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA

A. Sekilas Tentang PA Banjarnegara.
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnégara.
a. Masa Sebelum Penjajahan
Sebelum Islam datang ke Indonesia, Indonesia tathdua
macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Panadiadu.
Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yangjadieurusan
raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkakarpeyang bukan
menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersehutcuh akibat
pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke IndonesitinHdapat
ditelusuri lewat penggunaan istilah “Jaksa” yangabal dari India.
Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejayatg menjalankan
pengadilan.
Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad
ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudamategyar dari
Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-maasyarakat

mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agaaan |yang

! Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegataskl A Tahun 2012
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bersumber pada kitab-kitab figih dan hal ini meméapengaruh
kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Matargamg
pertama kali mengadakan perubahan didalam tatanmukubawah
pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwajndkhusus
dalam nama pengadilan, yang semula bernama peagaHiladata
diganti dengan pengadilan Surambi. Begitu juga dentgmpat dan
pelaksana pengadilan, semula pengadilan Pradatkentgarakan di
Sitinggil dan dilaksanakan oleh raja, kemudianikli@n ke serambi
masjid agung dan dilaksanakan oleh para penghulg gidoantu oleh
para alim ulama’.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir peafeam
Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daeratangan, yaitu
Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengdadilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar Hugiam,
Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasark&orhwawa kuno
yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dagadian Cilaga
adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenakesan
perniagaan, hal ini berlangsung sampai VOC masukdanesia.

. Masa Penjajahan Belanda

Pada Tahun 1882 kerajaan Belanda mengeluarkan usgput

Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat d&#m 1882 No.

152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di JawaMiadura
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(Bepaling betrefende de priesterraden op java edukég dan secara
singkat selalu disebut dengan Stbl.1882 No. 152ukesan ini mulai
berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 termuat datiy.1882 No.
153.

Sedangkan daerah Yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi
berdasarkan Stbl.1882 No. 152 adalah meliputi RéilsgaAgama di
seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar damvdadura
untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantarat&el adalah
dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Tirjgeima dan
Kerapatan Qadi Besar untuk Pengadilan Tingkat Bandintuk
daerah luar Jawa dan Madura lainnya dengan namgaéiéan
Agama/ Mahkamah Syari'ah untuk Tingkat Pertama Bangadilan
Agama/ Mahkamah Syari’ah propinsi untuk tingkatdiag.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agaargy y
disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah meak&an
Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman dagp
Kementrian Agama Melalui Penetapan Pemerintah NomSD
Tanggal 26 Maret 1946.

Dalam rangka memenuhi UUD 1945, pada Tahun 1964
keluarlah Undang-Undang No0.19 Tahun 1964 tentangnkean-
ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang kemudgenti dan

disempurnakan dengan Undang-Undang No.14 Tahun.1B@@a
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Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentbkamwa
kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lirgguPeradilan,
yaitu : Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradldifiter; dan

Peradilan Tata Usaha Negara.

. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan damalgkan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinadapAn
peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui paraf@emerintah
No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undangy Nahun
1974. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Noalui 1974
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilam déndang-
Undang ini adalah :

1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Iskam; d
2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan denganapera
Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai derigthiti adalah
lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 19@&tahg
Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Ugdandang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta yrarat
pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan eatmeNomor 28

Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakirdarashantap.
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2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banjaiaega

Pengadilan Agama Banjarnegara dibentuk berdas&8taatblad
1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agdindawa dan
Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad AgarRenghulu
Landraad.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19@agan
lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentagrgdilan Agama
khususnya lewat Pasal 106 Lembaga Peradilan Agareagatami
perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Statuskdastensinya
telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama gédegtuk sebelum
lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadgadiakui dan
disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dendamikian
Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan yraratperundang-
undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antaaen lhukum acara
dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalamaksenakan
administrasi perkara dan putusan dilaksanakan seoléh Pengadilan
yang memutus perkara tersebut.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama penyusdakae

menjadi dua, yaitu:
a. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasaryatila

hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pdamgaging satu
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jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dekginoasaan
Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatahnya.

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Uhgdaindang
No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agamikdrudukan
di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerakummmya
meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yuiksil relatif ini
mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pdagadimana
orang akan mengajukan perkaranya sehubungan deegagugat.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Banjamaega
adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Beagara terdiri
dari 20 Kecamatan terdiri dari 279 Desa. JumlahdBéunk Kabupaten

Banjarnegara adalah 903.056 orang terdiri dari :
- Agama Islam : 896.135 orang,

- Agama Katholik : 3.038 orang,

- Agama Protestan : 2.849 orang,

- Agama Hindu : 478 orang,

- Agama Budha : 559 orang.

26.

2 Raihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamdakarta: CV. Rajawali, 1991, him.

* Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegapa, cit



43

Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai
berikut?
1) Kecamatan Banjarnegara
2) Kecamatan Banjarmangu
3) Kecamatan Batur
4) Kecamatan Bawang
5) Kecamatan Kalibening
6) Kecamatan Karangkobar
7) Kecamatan Rakit
8) Kecamatan Madukara
9) Kecamatan Mandiraja
10)Kecamatan Wanadadi
11)Kecamatan Wanayasa
12)Kecamatan Pagentan
13)Kecamatan Pagedongan
14)Kecamatan Pandanarum
15)Kecamatan Pejawaran
16)Kecamatan Punggelan
17)Kecamatan Purwanegara
18)Kecamatan Purworejo Klampok
19)Kecamatan Sigaluh

20)Kecamatan Susukan

* Ibid



44

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengaghlag
bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan R#laga yang
sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Peagaalidu tingkat
Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkia@a jenis
Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainhya.

Tugas pokok Pengadilan Agama Sesuai dengan ketentua
Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tal®® 2entang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tal8#h Tiéntang
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan efesaykan
perkara tertentu antara orang-orang yang beragslara ti bidang :
a. perkawinan,
b. waris,
c. wasiat,
d. hibah,
e. wakaf,
f. zakat,
g. Infaq,
h. shadaqgah; dan
i. ekonomi syari‘aff.

Wilayah/ Daerah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara

meliputi wilayah hukum kabupaten Banjarnegara nulisebagai

® Raihan RasyidOp. Cit him. 27.
® Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnedgea cit
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berikut: Adapun Lokasi dan luas wilayah menuruaketstronomis

yaitu:
- Letak Geografis : 721 - 731 LS dan 10929 - 1094550

- Luas Wilayah : 106.970,997 Ha atau 3,29 % luasdasafJawa

Tengah;
- Batas- batas :
a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kasupaitang;
b. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo;
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen,;
d. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan KaenBanyumas.

Alamat Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu jl. aetn
Jendral Suprapto, Kelurahan Semampir, Kecamatauofkabn
Banjarnegara, Jawa Tengah - 53418. Dengan luaf taB.000 m,
luas bangunan : 532 m, mushola : 36 m.
4. Visi dan Misi PA Banjarnegara

a. VISI

Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingghidupan

masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibdimdbingan Alloh

SWT.

’ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnedgea cit
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b. MISI

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikakap&-perkara
yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islamgyarenundukan diri
dibidang Perkawinan, Waris, Wasiyat, Hibah, Wakafaq, Sodaqoh

dan Ekonomi Syari'ah secara sederhana, cepat, bieyan®

5. Struktur Organisasi PA Banjarnegara
Ketua : Drs. H. Damsyi, MH.
Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H
Pejabat Fungsional Hakim
1) Hj. Farichah, SH
2) Drs. H. Moh. Faizin, SH, MH
3) Drs. Muh. As'adi, S.H., M.Si., M.H.
4) Dra. Hj. Dhohwah
5) Drs. Moch Somantri, SH
6) Dra. Siti Dawimah, S.H.
7) Drs. H. Ahmadi, MH.
8) Drs. H. Saifurronman S.H., M.HUM.
9) Drs. Rahmat Farid, MH.
10) Drs. Khotibul Umam
11) Drs. H. Arif Mustagim, MH
12) Drs. Muh Amir

13) Drs. H. M. Shoffan Sudjadi, SH

® Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnedgea cit



14) Drs. Maryati Zuhdi, SH.

Panitera/ Sekretaris

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan

Panitera Pengganti

Jurusita/ Jurisita Pengganti

Kasubag Keuangan
Kasubag Umum

Kasubag Kepegawaian

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)
2)
3)

4)

: Slamet Taufik Hidayat, BA

: H. Nahdul Bunyani, SH.
Drs. Aziz Nur Eva

Susilo

: Mukholig, SH.
: Dina Munawaroh, S.Ag.

: Suyitno, SH.

Mudlofir

Siti Musri'atun Mu'minah.
Siti Farhatun

Hidayati, SM.Hk.

Hj. Sri Wahdani, SH.
Elvin Sutopo, SH

Ayani S.Ag

Idris, SH
Mahdur, SH
Umiyati
imam Su'aedi

: Tofik, SH.

47



48

Honorer : Purwono
Mulyono
Supardi
Topi Adi
Sri Hidayati Tohiroh
Nur Hidayati
Surachman

Elli Septiyani Widiyawati

B. Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang
Per ceraian K arena Suami Dihukum Penjara.’®
1. Kepala Putusan
Judul "PUTUSAN
Nomor Putusan 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba.
Kepala Putusan : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Nama dan Tingkat PeradilanPengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A,

tingkat pertama

2. ldentitasPara Pihak

Perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba. Merupakenkara Cerai gugat,

pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara:|

° Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnedgea cit
'° Dikembangkan dafutusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1uh 2011
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a. Penggugat

Siti Siti Nurul Fatmawati Fatmawati binti Ahmad ri4,
umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan D-3., pelarj Pegawai
Rumah Bersalin Sayang Bunda, bertempat tingg&rihig Kulon
RT. 002. RW. 005, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluhpugaten
Banjarnegara.

b. Tergugat

Ahmad As’ad bin Anwdf, umur 27 tahun, Agama Islam,
pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinglyd®T.001. RW.
009 Karang Klesem, Kecamatan Karang Klesem, Kaleapat
Purwokerto.

3. Duduk Perkara
a. Posita
Menimbang, bahwa Penggugat telah ~mengajukan
gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Septeilder dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baeygara Kelas
1.A Nomor : 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tanggal 12-9PQelah
mengajukan halnya sebagai berikut :
a. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat dereyguigat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Peglemcatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Katarpa

Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

' Nama Samaran.
2 Nama Samaran.
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91/42/111/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan setelamigahan
Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti gpdgliku
Kutipan Akta Nikah;

b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dereygngat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugansell
malam;

c. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dereygngat
belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami igtgibla
dukhul);

d. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2011 ketemrarumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, alikah
Tergugat terlibat tindak pidana penggelapan sehkingghari
setelah menikah langsung ditangkap Polisi dan aagaberada
di LP. Purwokerto;

e. Bahwa sejak Maret 2011 hingga sekarang 6 bulan dgma
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

f. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lzduk

maupun bathin;

. Petitum

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugation
agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segerainiksmdan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan gatu yang

amarnya berbunyi :
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PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ahsidd

bin Anwar) terhadap Penggugat (Siti Nurul FatmawBinti
Ahmad Sani).

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Banjarnegara

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

4. Bukti-bukti

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tdtahtakan
untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugak tidlanyata hadir dan
tidak pula mengirim Wakil/ Kuasanya, meskipun Peliga Agama telah
memanggil Tergugat dengan patut, sedang ketidakadmaya tersebut
tidak ternyata adanya alasan sah menurut hukunmnggga Pengadilan
Agama tidak dapat melaksanakan upaya damai sebagaitdiamanatkan
oleh Pasal 130 HIR. Jo Peraturan Mahkamah Agung Rémor : 01
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di PengadéanR&nggugat tetap
mohon diceraikan dari Tergugat, maka kemudian dikeclah surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankarRenggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Pengguiglah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat - surat :



52

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggygat dikeluarkan
oleh Ka. Kependuk. Capil. Kabupaten Banjarnegaragytelah
dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslibykti P-1 ;

b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 91/42/2011 tanggal 29
Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agam
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Yyangah tel
dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslibykti P-2 ;

2. Saksi-saksi ;

2.1. Ahmad Sanibin wahid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Gribig Kukon RT. 002WR 005, Desa

Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegareetel&h

mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberigtrakgan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Terguge¢na sebagai

Ayah kandung Penggugat, keduanya belum dikarunak;a

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak L)(dadri setelah
pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena tarlindak pidana

dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Pegaiggu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugabenankan
dan menerimanya,;
2.2. Ngadino bin Suratman, umur 28 tahun, agdstam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Gribig Kukon RT. 002WR 005, Desa
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Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegareetel&h
mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberigtrakgan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Terguge¢na sebagai

Tetangga Penggugat, keduanya belum dikarunia anak;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak L)(dadri setelah
pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena tatrliindak pidana

dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Pegaiggu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugabenarkan
dan menerimanya,;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan
keterangan dan alat-alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa Pengadilan Agama tidak dapat meminta ketarang
keluarga dekat Tergugat, karena Tergugat tidak rhathlam
perrsidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam
persidangan semuanya telah dicatat di dalam B&o#ma Persidangan

yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuanrdpuatyesan ini;
5. Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil aemgtut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir.
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Ahra@d bin
Anwar) terhadap Penggugdit{ Nurul Fatmawati Binti Ahmad Sai

4. Menghukum Penggugat untmkembayarseluruh biaya perkara hingga kini
sebesar Rp. 436. 000,- (empat ratus tiga puluh eiarmupiah)

6. TanggalPutusan, Hakim dan Panitera dalam Putusan

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat peyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara &dlaA pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2012 M., bertepatdengan tanggal 16
Safar 1433 H, oleh Kami Drs. H. AHMAD MUNTHOHAR,.I$, M.H.
selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. DHOHWAH dan Drs. KHIBUL
UMAM selaku Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkaleh Ketua
Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidanpuiea untuk umum
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibaoleh
MUDLOFIR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadeth Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara No.
1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum

Penjara.’®

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengguazdah
sebagaimana telah diuraikan di atas.
Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara iailadd Cerai

gugat;

Menimbang, Bahwa Pengadilan Agama tidak dapat reatakan
upaya damai sebagaimana diamanatkan oleh PasaHIEB0jo Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang&dor Mediasi Di
Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir di pergidan sedangkan
Pengadilan Agama telah memanggilnya dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasl&nd bidang
perkawinan, sedangkan kedua belah pihak berpebdexdasarkan bukti P.1
dan keterangan Penggugat bahwa Penggugat bertetimgaal dalam
Wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Terduwgyémpat tinggal di
Wilayah Kabupaten Purwokwrto, maka berdasarkan |IP&&go. Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun. 1989 Teneradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undangr : 3 Tahun

2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : &@tunl 2009

" putusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1uk 201
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terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnyajadiekewenangan,
absolut maupun relatip, Pengadilan Agama Banjamefa&las 1.A untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fapy
Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dinasegeldsn telah dicocokan
dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 HIRP3gsal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebbarus diterima
sepenuhnya sebagai alat bukti Surat yang semp@&elangga terbuktilah
bahwa kedua belah pihak berperkara telah terikakapg#nan yang sah
menurut Agama Islam sejak tanggal 29 Maret 201lnggh Penggugat

selaku isteri berhak mengajukan Cerai Gugat teghdeéagugat;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahkgtentuan
yang mengatur perkara ini yaitu Pasal 39 UndangadgdNomor : 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan SigaPengadilan setelah

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakdmst mendamaikan
kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasbahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagairaussteri”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atgmtddiambil
pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang unhkelakperceraian di
depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhidia) ( syarat

(kumulatif), sbb. :
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1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusamdidhk berhasil
mendamaikan kedua belah pihak., dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwaaakttua belah
pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suatetitis
Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudk&n Rasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tenselowatas adalah
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peratwareriatan Nomor : 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI

Menimbang, bahwa syarat pertama dalam ketentuaehter di atas
telah terpenuhi dalam perkara ini, karena Pengadiigama tidak dapat
melaksanakan upaya perdamaian karena Tergugat tidakr dalam
persidangan dan Pengadilan Agama telah memanggugat dengan patut,
namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengiamkVakil/ Kuasanya,
sedang ketidak hadirannya tersebut tidak ternyddaya alasan sah menurut
hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR., gugatarggBgat dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat {(@k)ys dan Dalil dalam

Kitab ‘Mu’inul Hukkam’ halaman 96 yang berbunyi :
Al 548 Cng ol Cppalesall S (g oSla N 23 (00

Artinya : “ Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Islam, kemudigaak datang
memenuhi panggilan tersebut, maka la dholim”.

Menimbang, bahwa alasan pokok cerai gugat dalakapemi adalah
bahwa sehari setelah pernikahan Tergugat langsiaggllap Polisi karena

terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai aelgaberada di LP.
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(Lembaga Pemasyarakatan) Purwokerto dan tidak aabdli kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mendenrgarangan
Keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai $akg diajukan oleh

Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah mémber
keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengadirséentang, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan keterkagaangan kedua
Saksi saling bersesuaian dan mendukung terhadap yapg telah
dikemukakan oleh Penggugat serta keterangan kedaksi Sersebut
dibenarkan semua oleh Penggugat, oleh karena terakeyan-keterangan

kedua Saksi tersebut dapat diterima sebagai alkdit bu

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak dapat ntamin
keterangan keluarga dekat Tergugat, karena Tergudak hadir dalam

perrsidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggagadldt-alat
bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan faldlam persidangan
tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat balehari ssetelah
pernikahan Tergugat langsung ditangkap Polisi katerlibat tindak pidana
penggelapan dan sampai sekarang berada di LP. dgaribemasyarakatan)

Purwokerto dan tidak ada kembali kepada Penggugat Benggugat
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menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatnguBat tersebut serta

tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga tetghhpsering
terjadi percekcokan, sebagaimana rumah tangga Begagglan Tergugat,
dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat kad#amgkap Polisi
disebabkan terlibat tindak pidana penggelapan daak t memenuhi
kewajibannya sebagai suami serta sampai dengamasekaerada di LP.
Purwokerto, sedangkan Penggugat sudah tidak barsagii sebagai isteri
Tergugat, karena perbuatan dan perilaku Tergugselat di atas, maka hal
ini berarti telah terjadi adanypertengkaran batin sehingga terciptanya
sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tanggarkgalini tidak dapat
diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perik@awisebagaimana
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 197thaiig Perkawinan
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkincégai, maka

perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengesepaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamatersebut
di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasemakéelah memenuhi
Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 TenBargawinan jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tdl9itb dan Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyarsy&edua sebagaimana
ditentukan tersebut di atas telah pula terpenulakangugatan Penggugat

tersebut dapat dikabulkan ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)98adndang-
Undang. Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilannmfgaebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : Buia2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun,20@8a semua

biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan pematpesundang-

undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam perkara ini, dijelaskan olédapak Drs. H. Ahmad Munthohar,
S.H., M.H.selaku ketua Majelis HakinbahwaMajelis Hakim mengabulkan

perkara tersebut dengan memperhatikan kebijakaijgkah, antara lain:

Pertama karena istri sudah menyatakan tidak cinta kepadmsya.
Kedua, karena istri menyatakan tidak mau melanjutkan gidiengan
suaminya.

Ketiga,antara suami dan istri belum memiliki keturunawidlg dukhul.

Sehingga pihak istri yang suaminya dipenjara 6 rbtildak rela atas
prilaku dan perbuatan suaminya tersebut serta takedia lagi menjadi
istrinya, maka terjadilah pertengkaran batin diagilstri. Dan pertengkaran
batin merupakan salah satu bentuk pertengkaramagaghana disebutkan

dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.

Pertengkaran bathin itu tejadi bila disalah sathalpi suami/ istri
merasa tidak rela atau tidak senang atas perbupssangannya dan

pertengkaran itu tidak terlihat secara lahiriyabratetapi secara batiniyah.
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Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demienem rasa
keadilan sehingga dikabulkanlah gugatan percerteesebut oleh Majelis
Hakim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republitniesia Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Pasal tb: yalakim dan
Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan rakami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

4 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjaraesgkaligus Ketua Majelis
dalam perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Bpk BrsAhmad Munthohar, S.H., M.H. tanggal
11 januari 2013



